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Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan 

berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan yakni pariwisata yang memperhitungkan 

sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk saat ini dan masa 

depan, memperhatikan kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan 

masyarakat sekitar (UNWTO, 2013, p. 15). Salah satu tujuan wisata pantai yang 

ada di Kota Bandar Lampung adalah pantai Duta Wisata yang berada di Kecamatan 

Teluk Betung Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk 

partisipasi antar aktor dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata 

berkelanjutan khususnya dalam menjaga ekosistem laut dan ekosistem darat serta 

untuk mengetahui upaya yang dilakukan pelaku industri pariwisata, Dinas 

Pariwisata Kota, komunitas, akademisi, dan media dalam mewujudkan 

pengembangan dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang berbasis 

Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya menjaga ekosistem laut dan 

ekosistem darat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan fenomenalogis. Hasil dari 



penelitian ini adalah belum terdapat sepenuhnya kolaborasi yang mampu 

menghubungkan unsur-unsur business, government, community Akademisi, Media 

agar terwujudnya Pariwisata Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) 

Tentang Ekosistem Laut dan Ekosistem Darat Pada Pantai Duta Wisata. 

Pembangunan pariwisata yang berbasis sustainable development goals tentang 

menjaga ekosistem laut dan ekosistem darat memerlukan perhatian dan komitmen 

dari semua aktor terutama pemerintah daerah, yaitu kolaborasi antar aktor, antar 

sektor dan antar lini secara berkelanjutan dan terintegrasi. Hal ini dapat terwujud 

jika pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholders) menjalankan 

kebijakan dan perannya secara konsisten dan tertuang pada program dan kegiatan 

daerah melalui strategi pariwisata berkelanjutan.  
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The Sustainable Development Goals (SDGs) are a sustainable development agenda. 

Sustainable tourism is tourism that takes full account of the current and future 

economic, social and environmental impacts, taking into account the needs of 

visitors, industry, the environment and the surrounding community (UNWTO, 

2013, p. 15). One of the beach tourism destinations in Bandar Lampung City is Duta 

Wisata beach which is located in Teluk Betung Timur District. The purpose of this 

study is to determine the form of participation between actors in the development 

and management of sustainable tourism, especially in maintaining marine 

ecosystems and land ecosystems and to find out the efforts made by tourism 

industry players, City Tourism Offices, communities, academics, and the media in 

realizing development and management. sustainable tourism based on the 

Sustainable Development Goals (SDGs) in particular protecting marine ecosystems 

and land ecosystems. The type of research used in this research is descriptive 

qualitative research, with a phenomenological approach. The result of this research 

is that there is not yet a full collaboration that is able to connect elements of 

business, government, community, academics, media so that the realization of 

Tourism Based on Sustainable Development Goals (SDGs) About Marine 

Ecosystems and Land Ecosystems on Duta Wisata Beach. Tourism development 

based on sustainable development goals regarding maintaining marine and land 

ecosystems requires attention and commitment from all actors, especially local 

governments, namely collaboration between actors, between sectors and between 

lines in a sustainable and integrated manner. 

 

 



This can be realized if local governments and stakeholders carry out policies and 

roles consistently and are contained in regional programs and activities through 

sustainable tourism strategies. 
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MOTTO  

 

“ Tetaplah Terlihat Seperti Orang Yang Bodoh Dan Pemalas, Orang Lain Hanya 

Melihat Dan Menilai Tentang Dirimu Karena Mereka Tidak Tau Apa Yang Telah 

Kamu Perjuangkan dan Kamu Usahakan, Jadilah Diri Sendiri Dan Tetap Semangat 

Dengan Tujuan Hidupmu. Ingat!!! Ada Jeripayah Orang Tua Yang Berlinang Kringat 

dan Air Mata Demi Mewujudkan Mimpi Ananknya.” 

 

The Only One Who Knows  Your Quality Is Yourself 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan berkelanjutan 

dunia yang ditandatangani oleh 193 kepala negara pada 25 September 2015 di Markas 

Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tema “Mengubah Dunia Kita: 

Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan” yang terdiri dari 17 tujuan 

pembangunan, yaitu: 1. Menghapus kemiskinan; 2. Mengakhiri kelaparan; 3. 

Kesehatan yang baik dan kesejahteraan; 4. Pendidikan bermutu; 5. Kesetaraan gender; 

6. Akses air bersih dan sanitasi; 7. Energi bersih dan terjangkau; 8. Pekerjaan layak dan 

pertumbuhan ekonomi; 9. Infrastruktur, industri, dan inovasi; 10. Mengurangi 

ketimpangan; 11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan; 12. Konsumsi dan produksi 

yang bertanggung jawab; 13. Penanganan perubahan iklim; 14. Menjaga ekosistem 

laut; 15. Menjaga ekosistem darat; 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang 

kuat; 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. (UNDP, 2015) 

 

Pembangunan pada sektor pariwisata pada saat ini menjadi pokok pembangunan, 

dimana pembangunan wisata ini menjadi konsep pembangunan pariwisata 

berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pengembangan 

wisata dengan memperhatikan minat wisatawan dan keterlibatan langsung dari 

masyarakat lokal dengan menjaga kestabilan lingkungan dalam pengelolaaan wisata 

yang berorientasi pada jangka panjang. Hal ini guna untuk memenuhi aspek ekonomi, 

sosial dan estetika selain itu juga guna untuk menjaga keutuhan ekologi, 

keanekaragaman hayati, budaya serta sistem kehidupan. Selain itu pembangunan pada 
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sektor wisata juga guna untuk mengelola sumber daya alam di daerah. Oleh karena itu, 

perlu adanya partisipasi antar sektor baik pemerintah, masyarakat maupun swasta 

dalam pengelolaan wisata. . 

 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara dan pengembangannya 

diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian sosial. Disamping itu, 

pengembangan yang diharapkan anatara lain penduduk yang berwawasan, serta 

lingkungan yang memadai. Saat ini, konsep keberlanjutan digunakan dalam proses 

pengembangan pariwisata. Pariwisata berkelanjutan merupakan cabang dari 

pengembangan berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai 

bentuk pariwisata yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat lokal dan 

juga memberikan pengalaman kualitas tinggi bagi para pengunjung serta menjaga 

kualitas lingkungan. Pariwisata berkelanjutan dapat memberikan keseimbangan antar 

sosial ekonomi dan lingkungan bagi kawasanya (Choi dan Sirakaya, 2005; Cole, 2006). 

 

Prinsip berkelanjutan dalam pariwisata juga menjadi penting dalam mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan yakni pariwisata yang 

memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk saat ini 

dan masa depan, memperhatikan kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan 

masyarakat sekitar. (UNWTO, 2013, p. 15). Adapun tujuan pariwisata berkelanjutan 

yaitu: “economic viability, local prosperity, employment quality, social equity, visitor 

fulfilment, local control, community wellbeing, cultural richness, physical integrity, 

biological diversity, resource efficiency, environmental purity.” (UNWTO, 2013, p. 

16). Tujuan ini serupa dengan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk 

melaksanakan pembangunan yang berdampak positif untuk saat ini dan masa depan. 

Sehingga pariwisata dan pembangunan tidak dapat dipisahkan, dua instrumen ini saling 

menguntungkan. Penerimaan dari sektor pariwisata dapat berkontribusi yang baik 

untuk pembangunan, dan tentunya pembangunan dapat berdampak positif dalam 

memajukan sektor pariwisata. 
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Pariwisata menurut Kagungan dan Yulianti (2019) telah berkembang menjadi sektor 

yang memiliki potensi selain sektor pertambangan. Perkembangan pariwisata juga 

dapat memperhatikan proses ekologis dan membantu melestarikan warisan alam dan 

buatan manusia serta keragaman hayati. Namun, harus dikelola dengan serius yang 

melibatkan berbagai stakeholder terkait karena pembangunan dan pengembangan 

pariwisata merupakan hasil keberlanjutan jangka panjang dengan perencanaan dan 

dukungan dari semua pihak. Keterlibatan berbagai pihak dan identifikasi pembangunan 

Kawasan kepariwisataan memiliki potensi untuk memajukan dengan mengkolaborasi 

sumber daya yang dimiliki berbagai pihak dan kolaborasi dimulai oleh Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. 

 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar lampung Nomer 3 tahun 2017 tentang 

kepariwisataan disebutkan bahwa pembangunan dan pengembangan kepariwisataan 

diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya serta 

mengembangkan objek dan daya tarik wisata agar kepariwisataan menjadi salah satu 

penggerak aktivitas perekonomian masyarakat disamping sebagai wahana peneliti, 

pendidikan, dan ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip 

pengembangan wisata. Berkembangnya potensi pariwisata di Kota Bandar lampung 

baik itu pariwisata buatan, wisata alam serta wisata budaya yang ada dapat memberikan 

manfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah lokal. 

 

Di sisi lain wujud dari konsep pembangunan berkelanjutan di antaranya ialah menjaga 

keseimbangan antara fungsi ekologi, ekonomi (ecological and economics balance) 

(Gordon dkk, 2017; Liu dan Cote, 2017; Budianto, 2008). Seperti yang disampaikan 

oleh Rosana (2018), dan Junyuan dkk, (2019), bahwa dimensi lingkungan dalam 

pembangunan yang berkelanjutan perlu diperhatikan, pembangunan tidaklah serta 

merta dilakukan tanpa memikirkan dan melihat aspek lainnya yaitu lingkungan dan 

kehidupan makhluk hidup lainnya. Menerapkan pembangunan berwawasan 

lingkungan adalah salah satu usaha mempertahankan fungsi lingkungan untuk tetap 

dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang.  
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Partisipasi antar aktor dalam menjaga lingkungan hidup sangat penting dalam rangka 

menjaga ekosistem yang harmoni antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Hal ini 

sejalan dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 32 tahun 2009 tentang setiap 

warga negara mempunyai kewajiban bagi setiap warga negara memberikan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang merupakan hak ekologi, berikut ini 

tujuan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yaitu:  

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan    

kerusakan lingkungan hidup  

2. Menjamin keselamatan,kesehatan dan kehidupan manusia  

3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem  

4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup  

5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup 

6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan 

7. Menjamin pemenuhan dan perlingdungan hak atas lingkungan hidup  

sebagai bagian dari hak asasi manusia 

8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana  

9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan  

10. Mengantisipasi isu lingkungan global. 

 

Pengembangan suatu destinasi pariwisata di suatu wilayah perlu didasarkan pada 

serangkaian analisis terhadap kemungkinan intervensi dari aktor pemangku 

kepentingan yang aktif dalam fenomena pariwisata di wilayah itu (Venables et al, 

2014). Hal itu berkaitan dengan karakter pariwisata sebagai sistem multiaktor yang 

dalam proses pengembangan maupun operasionalisasinya melibatkan berbagai aktor 

pemegang kepentingan (Turker et al, 2016). Analisis yang cermat terhadap karakter 

pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan keterhubungan antar aktor akan 

menentukan pola tata kelola yang tepat yang didasari oleh koordinasi yang efisien dan 

kerja sama yang erat (Díaz dan Espino-Rodríguez, 2016). 

Peran stakeholder dalam pembangunan pariwisata bertugas membuat kebijakan dan 

perencanaan yang sistematis sebagai contoh pemerintah menyediakan dan membangun 
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infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia sebagai tenaga kerja di sektor pariwisata dan lain-lain. Pihak swasta sebagai 

pihak bisnis mepunyai peran dalam menyediakan sarana pendukung pariwisata. 

Kepariwisataan membutuhkan banyak sarana pendukung seperti restoran, akomodasi, 

biro perjalanan, transportasi, dan lain-lain. Serta peran masyarakat yang dapat 

menciptakan suasana rasa ikut memiliki tempat mata pencaharian dan pada akhirnya 

akan mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kelestarian 

lingkungan, sehingga perkembangan pariwisata dapat membantu kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Salah satu tujuan wisata pantai yang ada di Kota Bandar Lampung adalah pantai Duta 

Wisata yang berada di Kecamatan Teluk Betung Timur. Wisata pantai tersebut wajib 

mendapat perhatian khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek sustainability 

karena potensi alam yang dimiliki. Pantai yang menyajikan keindahan panorama alam 

sertan keindahan pulau-pulau yang terlihat dari pinggir pantai ini wajib mendapatkan 

perhatian dari berbagai aktor, seperti: pemerintah, masyarakat setempat serta kelompok 

sadar wisata dan aktor lainnya dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitanya. 

Dengan adanya pembangunan objek pantai duta wisata tersebut menyebabkan terjadi 

perubahan alih fungsi lahan sampai ke daerah daratan. Sebagai contoh perubahan yang 

terjadi dari kawasan pantai dengan hutan bakau-bakaunya menjadi kawasan industri 

pariwisata. Perubahan alih fungsi lahan tersebut selain menimbulkan dampak positif 

terhadap sosial, ekonomi, dan budaya, juga telah menimbulkan dampak negatif yaitu 

penurunan kualitas perairan. Penurunan kualitas perairan ini disebabkan oleh 

akumulasi limbah dari aktivitas industri pariwisata dan sampah rumah tangga yang 

berasal dari kawasan pemukiman. Limbah ini secara langsung maupun tidak langsung 

dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan di kawasan pantai dan ekosistem 

lingkungan pada daratan.  

 

Disisi lain kesadaran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pada sektor 

wisata diwilayah tersebut masih cukup rendah. Masyarakat lokal harus 

diakomodasikan saran dan kritik untuk wisata. Hal tersebut dikarenakan masyarakat 
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lokal adalah orang yang paling mengerti dengan kondisi setempat. Maka dari itu perlu 

adanya workshop atau pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

masyarakat lokal, sehingga ekonominya bisa diberdayakan. Selain itu, rendahnya 

pelestarian lingkungan pada sektor wisata yang disebabkan oleh kurangnya kerjasama 

antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat sekitar.  

 

Dalam mewujudkan pariwisata yang berbasis Sustainable Development Goals faktor 

pelestaraian lingkungan tetap harus dijaga, setiap destinasi wisata harus memiliki 

manajemen resiko lingkungan karena banyak sektor lingkungan yang harus bisa 

dijamin kualitasnya seperti ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah yang baik, 

serta keutuhan akan sumber daya alam yang dimiliki yang nantinya dapat dirasakan 

juga pada generasi selanjutnya tanpa merusak keaslian lingkungan sekitar. Namun hal 

ini dirasa masih kurang perhatiannya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh peneliti 

menemukan bahwa pelestarian lingkungan yang ada di objek wisata pantai duta wisata 

masih kurang hal ini dikarenakan masih banyaknya sampah-sampah yang ada disekitar 

pantai, minimnya kebutuhan air bersih, serta lainnya. Dalam mewujudkan pariwisata 

berkelanjutan peran aktor dalam mendukung keberlangsungan pembangunan dan 

pengelolaan suatu objek wisata sangatlah penting. Hal ini sejalan dengan McComb et 

al (2017) yang menyatakan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi 

sangat penting untuk keberhasilan pariwisata yang berkelanjutan.  

 

Lingkungan pantai merupakan suatu kawasan yang spesifik, dinamis, kaya 

keanekaragaman hayati dan banyak manfaatnya bagi masyarakat. Lingkungan pantai 

ini sangat potensial untuk dikembangkan baik sebagai kawasan wisata, budaya, 

pertanian, pertambangan, perikanan dan laboratorium alam bagi kepentingan ilmiah 

(Muflih et al, 2015; Soedarso et al, 2016; Wibowo, 2011). Untuk itu, perlu dilakukan 

penelitian tentang karakteristik dan perilaku para aktor pemangku kepentingan 

sehingga dapat diketahui kekuatan, daya saing, dan sikap aktor terhadap tujuan yang 

hendak diwujudkan dalam proyek pengembangan ini. Hasil penelitian tentang aktor 

tersebut berguna untuk mengetahui kekuatan dan dukungan serta kemungkinan konflik 

yang akan muncul. Dukungan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk 
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mewujudkan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan (Avelino dan Wittmayer, 

2016). Ide keterlibatan pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata telah tumbuh 

karena suatu keyakinan bahwa keterlibatan ini dapat menghasilkan dampak positif 

dalam pariwisata berkelanjutan dan mendukung partisipasi, mendorong 

pemberdayaan, dan memungkinkan jenis keterlibatan pemangku kepentingan yang 

lebih inklusif (McComb et al, 2017). 

 

Pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah karena 

berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pemerintah sebagai aktor utama 

dalam pengembangan pada sektor pariwisata harus berorientasi dalam mewujudkan 

konsep SDGs dengan memfokuskan pada menjaga ekosistem laut dan ekosistem darat, 

selain pemerintah pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal harus berorientasi 

pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Berdasarkan 

gambaran permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: Peran Aktor Dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Sustainable 

Development Goals (SDGs) Dalam Menjaga Ekosistem Laut dan Ekosistem Darat 

(Studi Kasus Pantai Duta Wisata Kota Bandar Lampung). 

 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 

 

Aspek-aspek pariwisata berkelanjutan seperti menjaga ekosistem laut dan ekosistem 

darat berkaitan langsung dengan peran stakeholder yang berkontribusi dalam 

mewujudkan pariwisata berbasis sustainable development goals, maka dari itu 

pengaruh peran antar stakeholder (pemerintah, pelaku industri, komunitas, akademisi 

dan media) dalam mewujudkan pariwisata berbasis sustainable development goals 

cukup signifikan. Potensi pariwisata berkelanjutan dapat meningkat apabila peran antar 

aktor tersebut dapat bekerjasama dengan baik dalam menjaga ekosistem laut dan 

ekosistem darat. Dalam penelitian ini kemudian muncul permasalahan yaitu, 1. 

bagaimana peran stakeholder dalam mewujudkan pariwisata berbasis Sustainable 

Development Goals (SDGs) dalam menjaga ekosistem laut dan ekosistem darat. 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui peran aktor dalam mewujudkan pariwisata berbasis 

Sustainable Development Goals (SDGs) dalam menjaga ekosistem laut dan 

ekosistem darat. 

 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 

 

Berikut beberap manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini:  

 

1.  Secara Praktis  

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan informasi 

khususnya bagi penulis, serta  segala pihak pada umumnya, yang pada nantinya semua 

pihak dapat berkontribusi dalam mewujudkan pariwisata yang berbasis sustainable 

development goals di Kota Bandar lampung khususnya dalam menjaga ekosistem laut 

dan ekosistem darat. 

 

2.  Secara Teoritis  

 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan 

penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang di dapat selama 

perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai bagaimana peran stakeholder 

dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang 

berbasis Suistainable Development Goals (SDGS).
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

 

 

Menurut penelitian Taufik (2019) yang berjudul “Pembangunan Pariwisata 

Berkelanjutan pada Kawasan Wisata Pantai Padang” dengan tujuan untuk 

menggambarkan pembangunan pariwisata berkelanjutan pada kawasan wisata Pantai 

Padang menyatakan bahwa dalam proses pembangunan pariwisata berkelanjutan 

banyak pihak terkait dalam menjalankan visi misi ini. Dalam Pariwisata berkelanjutan 

di Kawasan Pantai Padang memiliki berbagai manfaat di bidang ekonomi, sosial 

maupun lingkungan. Hal yang langsung terasa oleh masyarakat ialah banyaknya 

kunjungan wisatawan sehingga menimbulkan multiplier effect terhadap Pemerintah 

Kota Padang, penerimaan pajak, pihak hotel, restoran dan masyarakat. Pembangunan 

yang terjadi di kawasan Pantai Padang memberikan pengaruh negatif dan positif. 

 

Peneliti menemukan bahwa dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan 

Pantai Padang memamg di pacu untuk mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin, 

hal ini terlihat dari pendapatan asli daerah PAD Kota Padang dari sektor pariwisata 

selalu meningkat jauh setiap tahun. Dalam dimensi sosial budaya pelayanan yang 

diberikan kepada wisatawan mancangera maupun nusantara sudah ada kesamaan 

perilaku dan sikap tanpa menghilangkan dialeg minang karena berada di Pantai Padang 

Sumatera Barat tetapi meski peneliti melihat kurangnya kesadaran 
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pedagang dan masyarakat dalam hal pembinaan. Dari segi dimensi lingkungan dengan 

adanya pembangunan terdapat ada efek negatif dan positif bagi nelayan  dengan cukup 

sulitnya mencari ikan dan mudahnya menjual ikan ketika sudah berada di darat, 

selanjutnya pembangunan butuh dukungan semua pihak dan seharusnya pemerintah 

Kota Padang menata ulang kawasan sempadan Pantai Padang, dan dengan keindahan 

yang diberikan setelah adanya pembangunan kawasan pantai Padang ini bahwa adanya 

hasil positif dari pembangunan yang telah terjadi agar kedepannya dapat meningkatkan 

kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. 

 

Menurut penelitian Nafiah Ariyani, dkk (2020) yang berjudul  ”Model hubungan aktor 

pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo” 

menyimpulkan bahwa Penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa aktor yang 

terlibat dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo yang berasal dari 

ruang kekuasaan yang berbeda, antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Penelitian 

juga telah mengidentifikasi beberapa tujuan favorit yang didukung kuat oleh seluruh 

aktor sehingga dapat menjadi dasar untuk mendapat dukungan untuk diwujudkan. 

Hasil lainnya adalah bahwa sebagian besar aktor konvergen. Hasil analisis tentang 

pengaruh dan ketergantungan antar aktor telah menempatkan aktor-aktor dalam suatu 

konteks yang strategis di mana aktor-aktor diharapkan saling menghargai keunggulan 

kompetitif masing-masing.  

 

Temuan penelitian ini mengindikasikan kemungkinan yang sangat besar untuk 

mengembangkan potensi pariwisata Kedung Ombo secara partisipatif dengan 

melibatkan seluruh pemegang kepentingan. Hasil ini menjadi jawaban atas 

permasalahan tidak berhasilnya pengembangan yang telah berlangsung selama ini yang 

sifatnya parsial dan hanya dilakukan oleh aktor tertentu saja Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang berbasis Sustainable 

Development Goals (SDGs) khusus nya dalam menjaga ekosistem laut dan ekosistem 

darat memerlukan partisipasi dari berbagai pihak dalam pengembangan dan 

pengelolaannya. Dalam proses pengembangan dan pengelolaan pariwisata 
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berkelanjutan banyak pihak terkait dalam menjalankan visi misi baik itu pihak pemilik 

industri, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang 

dapat dilakukan oleh setiap aktor tersebut, yaitu berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan, berpartisipasi dalam pengawasan dan sosialisasi, pengembangan 

infrastruktur dan fasilitas dan konservasi lingkungan. 

 

 

2.2.  Pariwisata Berkelanjutan 

 

 

pariwisata berkelanjutan merupakan penerapan ide pembangunan berkelanjutan dalam 

sekor wisata. Perkembangan pariwisata dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa 

mengurangi kemampuan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Pariwisata dapat menggunakan sekaligus melestarikan sumber daya untuk menjaga 

kelangsungan hidup jangka panjang (Weaver, 2007). Pariwisata berkelanjutan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan meningkatkan 

manfaat dan meminimalkan konsekuensi yang ditemukan disuatu generasi (Ginting 

dan Halim, 2019). Selain itu pariwisata berkelanjutan juga harus dapat menjaga tingkat 

kepuasan wisatawan yang tinggi dan dapat menjamin pengalaman yang menarik 

kepada para wisatawan, meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah 

keberlanjutan dan mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan (UNEP dan 

UNWTO, 2005). 

 

Pariwisata berkelanjutan diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pengelolaan dan 

pengembangan pariwisata yang menjaga keutuhan alam, ekonomi, dan sosial serta 

menjamin pemeliharaan sumber daya alam dan budaya (Kişi, 2019). Makna pariwisata 

berkelanjutan tidak hanya sekedar menjaga lingkungan, namun juga melibatkan 

kelangsungan ekonomi jangka panjang dan keadilan sosial. Pencapaian pariwisata 

berkelanjutan memerlukan proses pengembangan yang berkelanjutan yang didukung 

oleh koordinasi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata di 

wilayah tersebut (Kişi, 2019).  
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2. 3.  Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan 

 

 

Pengembangan pariwisata adalah usaha yang dilakukan secara terstruktur untuk 

memperbaiki objek dan kawasan pariwisata serta membangun objek dan kawasan yang 

baru yang ditunjukan untuk wisatawan (Sutiarso, 2017). Untuk memajukan 

pengembangan pariwisata, beberapa usaha yang dapat dilakukan menurut (Sutiarso, 

2017), yaitu: 

1) Promosi untuk mengenalkan objek wisata ke luar daerah. 

2) Memiliki akses dan transportasi yang lancar. 

3) Kemudahan dalam melakukan imigrasi. 

4) Memiliki akomodasi yang nyaman untuk wisatawan yang menginap. 

5) Pemandu wisata yang cakap dalam berbicara. 

6) Menawarkan barang dan jasa dengan mutu terjamin dengan tarif harga yang 

masih wajar. 

7) Adanya atraksi yang menarik untuk pengunjung lihat. 

8) Memiliki lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

 

Berdasarkan UNWTO (United Nations World Tourism Organization) dalam Rencana 

Strategi Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia ( Kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia) pedoman dan praktik dalam 

pengelolaan pembangunan pariwisata berkelanjutan bisa diterapkan diseluruh bentuk 

pariwisata dan semua destinasi. Sehingga pariwisata berkelanjutan harus dibentuk 

berdasarkan tiga dimensi agar menjadi berkelanjutan jangka panjang. Dimana 

pariwisata berkelanjutan itu sendiri hendaknya sebagai berikut:  

 

1. Memanfaatkan sumber daya lingkungan: elemen ini menjadi kunci pembangunan 

kepariwisataan secara optimal dengan menjaga ekologi dan melakukan konservasi 

terhadap keanekaragaman hayati. 

 

2. Menghormati keotentikan sosial-budaya dan komunitas tuan rumah: dimana hal 

ini melakukan pelestarian pusaka buatan dan budaya masa kini, nilai-nilai 
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tradisional, serta kontribusi masyarakat dalam pemahaman antar budaya dan 

toleransi. 

 

3. Memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang: semua pemangku 

kepentingan berlaku adil, terdapat lapangan kerja yang stabil, dan adanya peluang 

untuk komunitas tuan rumah sehingga memperoleh pendapatan dan pelayanan 

sosial serta mengurangi kemiskinan. Berdasarkan Rencana Strategi Pariwisata 

Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia (Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia) pariwisata didorong menjadi pariwisata 

berkelanjutan untuk menjadi pariwisata yang ramah lingkungan dan merupakan 

langkah yang penting dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan yang 

inklusif sehingga pariwisata dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang. 

 

Di Indonesia, misi pengembangan pariwisata berkelanjutan mencakup menggalakkan 

ekonomi masyarakat setempat, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menjadikan destinasi 

menjadi ikon wisata yang dapat diketahui mancanegara (Murdiastuti et al, 2014). 

Kesuksesan pengembangan pariwisata memerlukan beberapa aspek pendukung yang 

meliputi fisik, daya tarik pariwisata, aksesibilitas, aktivitas dan fasilitas, serta sosial 

ekonomi dan budaya. Keberadaan faktor-faktor pendukung tersebut sebagian sifatnya 

alamiah dan sebagian yang lain merupakan hasil dari suatu proses aktivitas, sehingga 

memerlukan komitmen dari berbagai pihak untuk mewujudkannya (Hemaphan, 2017).  

 

Pengembangan pariwisata mencakup pengembangan potensi pariwisata yang diartikan 

sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pada suatu obyek wisata 

dengan melakukan pembangunan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. 

Aspek tersebut meliputi aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), 

infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan dengan sektor lain, daya 

tahan terhadap dampak pariwisata, dan tingkat resistensi komunitas lokal. Tujuan 

umum dari pengembangan potensi pariwisata adalah menciptakan interaksi jangka 

panjang yang saling menguntungkan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
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kelestarian lingkungan, kepuasan pengunjung, dan peningkatan keterpaduan dan 

kesatuan pembangunan masyarakat di sekitar kawasan zona pengembangan (Suardana, 

2013).  

 

 

2.3.1. Menjaga Ekosistem Laut dan Ekosistem Darat 

 

 

Rangkuman agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang dibentuk oleh Persatuan 

Bangsa-Bangsa (PBB)  terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau 

sustainable development goals (SDGs). Berdasarkan program pembangunan 

berkelanjutan tersebut, terdapat nomor 15 yang bertujuan untuk melindungi sumber 

daya alam dan margasatwa (UCLG 2021: 3-20). Maka, sangat penting untuk 

melestarikan ekosistem daratan seperti lahan basah, lahan kering, hutan, dan 

pegunungan (Seadstem, 2021: 1). 

 

Menurut Zhang dkk (2017), Arianti dan Satlita (2018), Fatimah (2018) dan Tristyana 

(2018), konservasi kawasan objek wisata dan kawasan lain yang sering dikunjungi 

sebagai objek penelitian dan wisata, akan menigkatkan nilai ekonomi kawasan. 

Mengoptimalisasi potensi konservasi ekosistem dan menjaga kelestarian  fungsi 

lingkungan  sangat penting, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan 

(Ferrier dkk., 2019; Junyuan dkk., 2019). Wilayah pesisir adalah daerah peralihan 

antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan didarat dan 

laut (Guntur, 2017). Selanjutnya, disebutkan dalam UU No. 01 Tahun 2014 bahwa 

wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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2. 4.  Hubunngan Pariwisata dan SDGs 

 

 

Pariwisata dan pembangunan berkelanjutan tidak bisa dipisahkan begitu saja, dua hal 

tersebut saling membantu satu dengan yang lainnya, berikut adalah keterkaitan antara 

pariwisata dan pembangunan berkelanjutan (UNWTO, 2015): 

 

1.  Menghapus Kemiskinan 

 

Sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar dan paling cepat berkembang di dunia. 

Pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan dampaknya di tingkat masyarakat, dapat 

dikaitkan dengan tujuan pengentasan kemiskinan nasional melalui menciptakan 

lapangan kerja, mempromosikan kewirausahaan dan usaha kecil, dan memberdayakan 

masyarkat, terutama pada masyarakat sekita lokasi wisata. 

 

2.  Akses Sanitasi Dan Air Bersih 

 

Pariwisata dapat memainkan peran penting dalam mencapai akses air, serta kebersihan 

dan sanitasi untuk semua. Penggunaan air yang efisien di sektor pariwisata, ditambah 

dengan langkah-langkah keamanan yang tepat, pengelolaan air limbah, pengendalian 

polusi dan efisiensi teknologi dapat menjadi kunci untuk menjaga sumber daya kita 

yang paling berharga. 

 

3.  Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lowongan pekerjaan 

baru. Dengan memberikan akses peluang pekerjaan yang layak di sektor pariwisata, 

dapat mengambil manfaat dari peningkatan keterampilan dan  pengembangan 

profesional. 
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4.  Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan 

 

Kota yang tidak baik untuk warganya tidak baik untuk turis. Pariwisata berkelanjutan 

memiliki potensi untuk memajukan perkotaan infrastruktur dan aksesibilitas universal, 

mendorong regenerasi kawasan yang rusak dan melestarikan budaya dan warisan alam, 

aset yang menjadi dasar pariwisata. 

 

5.  Menjaga Ekosistem Laut 

 

Wisata pesisir dan maritim, segmen wisata terbesar, terutama untuk Small Island 

Developing States (SIDS) bergantung pada ekosistem laut yang sehat. Pengembangan 

pariwisata harus menjadi bagian dari Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu untuk 

membantu melestarikan dan melestarikan ekosistem laut yang rapuh dan dapat 

mempromosikan ekonomi biru. 

  

6.  Menjaga Ekosistem Darat 

 

Bentang alam yang megah, hutan yang masih asli, keanekaragaman hayati yang kaya, 

dan situs warisan alam sering menjadi alasan utama mengapa wisatawan mengunjungi 

suatu tujuan. Pariwisata berkelanjutan dapat memainkan peran utama, tidak hanya 

dalam melestarikan dan melestarikan keanekaragaman hayati, tetapi juga dalam 

menghormati ekosistem darat, karena upayanya menuju pengurangan limbah dan 

konsumsi, konservasi flora dan fauna asli, dan meningkatkan kepedulian terhadap hal 

tersebut. 

 

 

2. 5.  Konsep Peran Stakeholder 

 

 

Stakeholder menurut (Nugroho, 2015) dimaknai sebagai individu, kelompok atau 

organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif 

maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Pembangunan 

kepariwisataan pada hakekatnya melibatkan tiga stakeholder yang saling terkait yaitu 

pemerintah, swasta, dan masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan 
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fungsi yang berbeda yang perlu dipahami agar pengembangan wisata di suatu daerah 

dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Stakeholder dibedakan menjadi dua yaitu 

stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah pihak yang 

memiliki kepentingan langsung terhadap suatu pengambilan keputusan, stakeholder ini 

disebut juga stakeholder kunci. Stakeholder sekunder adalah pihak yang memiliki 

minat atau kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada 

sebagian permasalahan pengelolaan objek wisata, Hetifah dalam Amalyah (2016).  

 

Stakeholders yang dapat ikut andil dalam pengembangan pariwisata selain pemerintah 

adalah masyarakat, komunitas lokal serta pihak swasta yang ada di sekitar obyek wisata 

(Hidayah et al., 2019). Sehingga dalam pelaksanaanya harus saling berkolaborasi 

untuk memaksimalkan pengembangan pariwisata yang ada. Kolaborasi yang lebih luas 

dan merata dalam pengambilan keputusan serta implementasi dapat menjadikan 

mekanisme yang dinamis untuk menyelesaikan beberapa konflik terkait pengembangan 

pariwisata lokal, memobilitasi secara efektif sumber daya manusia, alam dan budaya 

setempat (Keyim, 2018) 

 

Konsep stakeholders merupakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi 

atau dipengaruhi oleh suatu organisasi sebagai dampak dari aktivitasnya. Stakeholders 

dalam kondisi atau waktu tertentu juga dapat dipengaruhi oleh suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan organisasi (Thondhlana, Shackleton dan Blignaut, 2015). 

Keterlibatan stakeholders menghasilkan perencanaan strategi pariwisata dan 

koordinasi berbagai peran stakeholders dalam suatu destinasi pariwisata juga 

membentuk citra destinasi pariwisata yang berkualitas dan mudah dikenali (Destiana 

et al., 2020). 

 

Hetifah dalam Amalyah (2016), Berdasarkan kekuatan posisi penting dan pengaruh 

stakeholder terhadap suatu isu stakeholder dapat dikategorikan kedalam beberapa 

kelompok yakni stakeholder primer dan stakeholder sekunder yaitu:  

    1. Stakeholder primer merupakan setiap stakeholder yang berurusan langsung 

dengan permasalahan yang terjadi. Setiap stakeholder primer biasanya memiliki peran 
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penting dan harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan atas sebuah 

permasalahan yang harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses 

pengambilan keputusan. Contoh stakeholder primer adalah pemegang saham, investor, 

pekerja, pelanggan, dan pemasok.  

 

    2. Stakeholder sekunder merupakan setiap stakeholder yang tidak berkaitan secara 

langsung dengan suatu permasalahan tertentu. Dalam hal ini para stakeholder biasanya 

tidak akan dilibatkan secara langsung dalam proses pemngambilan keputusan atas 

sebuah permasalahan tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka 

turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan pemerintah.  

Contoh stakeholder sekunder adalah konsumen, pemerintah, lembaga pendidikan, dan 

lain-lain.  Sedangkan dalam proses berupa tingkat kepuasan, tingkat kepentingan, 

tingkat pengaruh, tingkat dampak dan lainnya sesuai kebutuhan, stakeholder yakni 

orang yang memiliki minat maupun kepentingan dalam perusahaan hal ini bisa 

menyangkut kepentingan finansial atau kepentingan lainnya, bila orang tersebut 

terkena pengaruh dari apa yang terjadi pada perusahaan baik itu dampak negatif 

maupun positif orang tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder menurut Thompson, 

(2011) membagi stakeholder menjadi beberapa jenis stakeholder yaitu, sebagai berikut 

:  

    a. Stakeholder subyek ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, 

akan tetapi dapat menjadi pengaruh dengan membentuk aliansi dengan stakeholder 

lainnya.  

 

    b. Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara 

legal dalam hal pengambilan keputusan atau pihak yang berpengaruh kuat atau penting 

terkait dengan masalah kebutuhan dan perhatian terhadap kelancaran suatu kegiatan. 

Stakeholder yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislative, 

eksekutif, yudikatif, dan instansinya. Misalnya stakeholder kunci untuk suatu 

keputusan untuk suatu kebijakan daerah kabupaten, beberapa bagian yang terkait di 

dalamnya adalah:  
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             a. Pemerintah kabupaten,  

             b. DPRD,  

             c. Dinas yang membawahi langsung kebijakan yang bersangkutan. 

 

    3. Stakeholder pendukung adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan 

kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan tetapi memiliki kepedulian dan 

keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap 

masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang termasuk dalam stakeholder 

pendukung yaitu:  

          a. Lembaga (aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki   

              tanggungjawab langsung.  

          b. Lembaga pemerintah yang terkait dengan issu tetapi tidak memiliki  

              kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.  

          c. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat: LSM yang bergerak di  

              bidang yang sesuai dengan rencana, manfaat, dampak yang menjadi muncul   

              dari suatu kebijakan yang memiliki kepedulian (termasuk organisasi dalam   

              bidang terkait).  

          d. Perguruan tinggi: kelompok akademisi yang memiliki pengaruh penting  

              dalam pengambilan keputusan pemerintah.  

          e. Pengusaha (Badan Usaha) yang terkait.  

 

    4. Stakeholder pengikut lain merupakan stakeholder yang memiliki kaitan 

kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka 

harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. 

Beberapa bagian yang terkait di dalamnya adalah sebagai berikut:  

          a. Masyarakat : Masyarakat yang terkait dengan proyek atau kebijakan, yakni  

              masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan  

              terkena dampak dari proyek atau kebijakan terseebut.  

          b. Tokoh Masyarakat : anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan  

              dilingkungan masyarakat tersebut sekaligus dianggap dapat mewakili  

              aspirasi masyarakat.  
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          c. Pihak Manajer public: lembaga/badan public yang bertanggungjawab dalam    

              pengambilan suatu keputusan.  

 

Dengan demikian peran stakeholder diperlukan untuk mengetahui siapa saja yang 

memiliki kepentingan atau peran secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

proyek atau program yang akan dilaksanakan serta mengorganisasikan stakeholder. 

Fungsi dan peran masing-masing stakeholder perlu difungsikan secara optimal. 

Didalam organisasi jalinan komunikasi antara stakeholder sangat penting untuk 

menghasilkan rumusan kebijakan pengembangan ekowisata. Persepsi dan perilaku 

dapat saling dipertukarkan untuk memeroleh saling pengertian untuk tujuan konservasi 

lingkungan dan budaya serta memberikan kesejahteraan kepada penduduk lokal. 

 

 

2. 6.  Pariwisata Sebagai Sistem Multiaktor  

 

 

Pariwisata mewakili sistem multiaktor yang kompleks karena melibatkan berbagai 

lembaga publik, perusahaan swasta, badan publik lokal dan masyarakat yang saling 

bekerja sama demi keuntungan bersama (Farsari et al, 2011). Dari perspektif 

kerjasama, pariwisata merupakan hubungan heterogen antar berbagai aktor yang 

membentuk jaringan hibrida yang menguntungkan semua pihak (Erdogan & Erdogan, 

2010). Maka dari itu, merupakan keniscayaan untuk melibatkan seluruh aktor dalam 

perencanaan pengembangan destinasi pariwisata yang berhasil (Avelino dan 

Wittmayer, 2016). Aktor adalah sebuah lembaga, kelompok, atau individu yang 

memainkan peran utama dalam suatu sistem (Rees dan MacDonell, 2017). Aktor 

memiliki andil dalam evolusi sistem karena kemampuannya dalam memobilisasi 

sumber daya dan mempengaruhi hasil sistem secara langsung (Avelino dan Wittmayer, 

2016).  

 

Menurut (Mah dan Hills, 2012) seharusnya pariwisata berkelanjutan memperhatikan 

perencanaan kolaboratif atau collaborative planning dapat diwujudkan maka yang 

harus diperhatikan adalah:   
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a. Semua pihak yang terlibat bersedia membuka diri, sehingga muncul “trust” atau 

saling percaya di antara berbagai pihak yang akan berkolaborasi. Semua pihak harus 

terbuka, jujur, saling menghormati dan menghargai, sehingga tidak muncul konflik. 

 

b. Pendekatannya harus kerja sama atau bersinergi, bukan berarti tidak ada kompetisi, 

kompetisi boleh ada tapi harus dijaga sebagai usaha untuk daya dorong mencapai 

tujuan bersama. 

 

c. Setiap pihak memposisikan dirinya sama atau ada kesederajatan jadi tidak ada yang 

tinggi atau rendah, tetapi berbeda dalam peran, misal: pemerintah sebagai mediator, 

fasilitator dan legislator. Sedangkan swasta sebagai praktisi dan investor. 

Pengembangan kelembagaan tidak cukup hanya membentuk Dinas Pariwisata 

Provinsi/Kabupaten/Kota, tetapi yang lebih penting adalah sesuai dengan 

karakteristik sektor pariwisata yang multi sektor dan multidimensi, diperlukan 

adanya wadah yang mempertemukan berbagai sektor tersebut. 

 

Salah satu strategi yang dicanangkan pemerintah dalam pengembangan pariwisata 

adalah melalui penggunaan kolaborasi Model Pentahelix. Model Pentahelix 

diperkenalkan dan dituangkan ke dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata 

Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, 

fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat 

kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan 

lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimalisasi 

peran bussiness, government, community, academican, media (BGCAM). Konsep 

tersebut oleh Fosler (2002) lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:  

 

a. Business (swasta/dunia usaha) 

Berperan sebagai penyelenggara bisnis pariwisata sesuai etika bisnis, profesional, 

bertanggung jawab dan berkelanjutan. 
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b. Government (Pemerintah) 

Pemerintah berperan menyiapkan prasarana dan sarana dasar mendukung 

pengembangan pariwisata, menyiapkan berbagai peraturan berkaitan dengan 

pariwisata, memfasilitasi kemudahan berwisata dan berusaha dan melakukan 

kegiatan promosi dan pemasaran destinasi. 

 

c. Community 

Community yang dimaksud ini adalah masyarakat dan komunitas-komunitas 

(NGO/LSM); masyarakat berperan mendukung sapta pesona/darwis plus 

menyediakan jasa pariwisata/ekonomi kreatif. 

 

d. Academician (Akademisi) 

Akademisi berperan sebagai riset atau pengabdian masyarakat yang berkaitan 

dengan pengembangan pariwisata, agar membangun pariwisata berbasis penelitian. 

 

e. Media 

Media online saat ini menjadi kekuatan informasi andalan dalam promosi 

pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata sekarang ini dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan media sosial. 

 

Kemampuan aktor berkaitan dengan pengetahuan aktor terhadap sistem dan 

kemampuan strukturalnya untuk berinteraksi secara kreatif dan inovatif dalam 

menciptakan nilai sistem serta kepemilikan sumber daya ekonomi yang menentukan 

kapasitas aktor dalam mendefinisikan dan melegitimasi institusi, aturan, dan nilai-nilai 

sistem (Tronvoll, 2017). Aktor yang memiliki andil potensial dalam suatu reformasi 

sistem dan tujuan perubahannya disebut sebagai pemangku kepentingan yang 

dibedakan menjadi pemangku kepentingan primer dan pemangku kepentingan 

sekunder (Luoma-aho dan Paloviita, 2010). Menurut Organisasi Pariwisata Dunia 

(WTO), pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata dibagi menjadi tiga 

kategori: industri pariwisata, dukungan lingkungan, dan masyarakat/pemerintah 

setempat. Ketiga pemangku kepentingan tersebut memiliki peran masing-masing 
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dalam membentuk pariwisata berkelanjutan dengan melestarikan warisan fisik, 

memperkuat budaya lokal dan kelangsungan sosial penduduk lokal, serta 

melaksanakan pembangunan jangka panjang dan kesempatan kerja bagi penduduk 

setempat (Anuar et al, 2012).  

 

Sistem multiaktor menjadi pemicu munculnya kepentingan yang saling berbenturan 

terkait dengan tujuan strategis yang hendak dicapai oleh sistem (Baggio, 2008). Hal 

tersebut berkaitan dengan karakteristik aktor yang bebas menetapkan tujuan sendiri dan 

melakukan tindakan strategis untuk tercapainya tujuan tersebut (Heger dan Rohrbeck, 

2012). Oleh karena itu, memahami kompleksitas pariwisata khususnya bagaimana 

aktor bertindak, bereaksi, dan berinteraksi satu sama lain menjadi kebutuhan mendasar 

pada setiap pengambilan keputusan di sektor ini (Pechlaner et al, 2010). Menganalisis 

aktor sangat berguna untuk menentukan titiktitik kesepakatan atau ketidaksetujuan di 

antara para aktor terhadap tujuan sistem yang hendak dicapai (Heger dan Rohrbeck, 

2012). Untuk itu, diperlukan alat analisis yang tepat agar proses analisis aktor dapat 

menghasilkan informasi yang cermat (Zali et al, 2015). 

 

Model multiaktor bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sistem 

dan kemungkinan evolusinya dengan menekankan pada perspektif dan kepentingan 

aktor serta pola keterhubungan antara seluruh aktor sistem (Avelino dan Wittmayer, 

2016). Model multiaktor akan membantu pengambil keputusan dalam mengenali peran 

utama yang dimainkan oleh para aktor berkaitan dengan kemampuannya dalam 

mempengaruhi faktor-faktor penting pembentuk masa depan sistem. Model multiaktor 

sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi strategi aktor yang cenderung koheren dan 

mengetahui efek dari tindakan aktor terhadap faktor-faktor kunci perkembangan suatu 

sistem (Bryson et al, 2017).  

 

Pada pendekatan multiaktor, sistem diformalkan sebagai pola permainan antar aktor 

yang memiliki kedudukan (position) dan kepentingan yang berbeda (salience), serta 

mempengaruhi hasilnya (influence) melalui penggunaan preferensi pribadi (clout) 

(Beyers et al, 2014). Dari pendekatan ini, aktor didefinisikan sebagai entitas yang 
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memiliki posisi dalam sistem yang dipelajari dan berperan dalam memobilisasi sumber 

daya yang dimiliki untuk mempengaruhi outcome secara langsung atau tidak langsung 

melalui pengaruhnya terhadap aktor lain (Fauzi, 2019). 
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2. 7.  Kerangka Pikir 
 

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek Pantai 

Duta Wisata 

1. Kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam menjaga 

ekosistem lingkungan, 

2. Rendahnya pelestarian 

lingkungan pada sektor wisata, 

3. Kolabrasi antar stakeholder 

yang belum berjalan secara 

maksimal. 

 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomer 03 tahun 

2017 Tentang Kepariwisataan 

 UU nomer 10 tahun 2009 dan UU nomer 02 tahun 2020 

Tentang Kepariwisataan 

 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

Konsep BGCAM oleh Fosler (2002) , 

sebagai berikut:  

(a) Business (swasta/dunia usaha),  

(b) Government (Pemerintah),  

(c) Community, 

(d) Akademisi, 

(e) Media. 
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III  METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif, dengan pendekatan fenomenalogis yaitu penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai literatur kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada 

generalisasi (Sugioyono, 2013 :12). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

penulis bermaksud untuk memaparkan mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam 

masalah penelitian yaitu menganalisis bentuk peran stakeholder dalam mewujudkan 

pariwisata yang berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) tentang menjaga 

ekosistem laut dan ekosistem darat. 

 

 

3.2.  Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian adalah batas suatu susunan permasalahan yang akan dibahas dan 

dikaji secara mendalam. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian oleh 

peneliti pada bab pembahasan mencakup Konsep Bussiness, Government, Community, 

Academician, dan Media  dalam mewujudkan pariwisata yang berbasis sustainable 

development goals khususnya dalam menjaga ekosistem laut dan ekosistem darat. 
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3.3.  Lokasi Penelitian 

 

 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk 

mendapatkan data lapangan atau data yang sebenarnya. Adapun lokasi penelitian yang 

akan di lakukan dalam mencari data yaitu berlokasi di Pantai Duta Wisata, Kelurahan 

Way Tataan, Kota Bandar Lampung. 

 

 

3.4.  Sumber Data 

 

 

Definisi data merupakan suatu catatan dari kumpulan fakta yang ada, dapat berbentuk 

kata, angka maupun lainnya (Moleong, 2016). Jenis-jenis data yang digunakan antara 

lain : 

 

a. Data Primer  

 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) 

dari objek penelitiannya. Untuk mendapatkannya peneliti menggunakan dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang di dapatkan dalam penelitian 

ini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

1. Observasi  

 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti.  
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Berikut tabel dari tinjauan observasi penelitian : 

 

Tabel 1  Sumber Data Primer (Tempat/Lokasi yang Berkaitan dengan 

Penelitian) 

No Tempat atau Lokasi Gejala 

1 Dinas Pariwisata Kota Bandar 

Lampung 
Bentuk partisipasi Pemerintah dalam menjaga 

ekosistem laut dan ekosistem darat pada objek 

duta wisata 

2 Pantai Duta Wisata Peran pengelola dalam menjaga kelestarian 

ekosistem laut dan ekosistem darat 

3 Kelurahan Way Tataan  Bentuk partisipasi kelurahan dalam menjaga 

ekosistem laut dan ekosistem darat pada objek 

duta wisata 

4 Masyarakat dan Komunitas 

Sadar Wisata 

Bentuk partisipasi masyarakat dan 

komunitas sadar wisata dalam menjaga 

ekosistem laut dan ekosistem darat 

5 Akademisi Bentuk partisipasi akademisi dalam 

menjaga ekosistem laut dan ekosistem darat 

Sumber: Diolah Peneliti (2021) 

 

2.  Wawancara 

 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2016). Hasil yang diharapkan dari 

wawancara dengan para informan adalah mendapatkan data yang akurat yang 

berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan 

peneliti yaitu dengan beberapa informan atau narasumber. Adapun informan atau 

narasumber yang diwawancarai adalah pegawai Dinas Pariwisata Kota Bandar 

lampung, Kelurahan Way Tataan, akademisi, community dan Pengelola tempat 

pariwisata 
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Tabel 2 Sumber Data Primer (Informan yang berkaitan dengan penelitian. 
 

Sumber : Diolah Peneliti (2021) 

b.  Data Sekunder  

 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah, laporan 

pemerintah, artikel dan buku-buku penunjang lainnya sebagai teori. Data yang diperoleh 

dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Data sekunder digunakan pada penelitian ini 

berupa data mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu Dinas Pariwisata Kota 

Bandar lampung dan Peraturan Perundangan. 

 

Tabel 3.  Sumber Data Sekunder (Peraturan Perundang-undangan). 

 

No Data Sekunder 

1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2017 

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang 

Kepariwisataan 

3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

 

Sumber : Diolah Peneliti (2021) 

 

 

 

No Tempat/Lokasi Narasumber 

1 Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Kabid.Pengembangan Destinasi Pariwisata 

2 Kelurahan Way Tataan  Ibu Lurah Way Tataan 

3 Pantai Duta Wisata Pengelola dan masyarakat sekitar objek 

wisata 

4 Masyarakat dan Komunitas Masyarakat Pesisir Pantai dan Pak Dedi 

Haryanto (Bentala) 

5 Akademisi Dosen FISIP Unila Ibu Dra. Dian Kagungan, 

M.H. 
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3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan 

data melalui: 

 

1.  Wawancara Mendalam ( Indepth-Interview ) 

 

Wawancara mendalam (indepth-interview) merupakan metode pengumpulan data yang 

sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

secara langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara (Sutopo, 2006:72). 

Adapun target yang akan diwawanca dalam penelitian ini adalah pegawai dinas 

pariwisata, kelurahan way tataan, akademisi, komunitas bentala dan pengelola 

pariwisata serta masyarakat sekitar objek wisata. Alasan peneliti mewawancarai 

narasumber tersebut bertujuan untuk mencari atau menggali informasi tentang 

partisipasi atau kontribusi dari beberapa stakeholder dalam upaya menjaga kelestarian 

lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem laut dan ekositem darat, baik itu dalam 

bentuk kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasaan.  

 

2.  Studi Dokumen 

 

Studi dokumen merupakan cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana 

dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang 

sedang diteliti seperti buku-buku, laporan, jurnal, literatur, majalah dan peraturan 

perundang-undangan. 

 

3.  Observasi 

 

Yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan yang dimaksudkan untuk 

pengumpulan data yang selektif. 
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3.6.  Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan 

sampai pada akhir dan berinteraksi dengan latar dan orang (subjek) dalam rangka 

pengumpulan data. Menurut Bogdan (Sugiyono, 2012) Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang 

digunakan oleh peneliti, yaitu: 

 

a. Reduksi Data 

 

Reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih hal-hal yang pokok, 

merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menyederhanakan data 

yang terkait dengan kepentingan penelitian saja. Dengan demikian hal ini akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

 

b. Penyajian Data 

 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data berbentuk berupa uraian singkat, bagan, 

hubungan kausal antar kategori, dan sejenisnya. Miles and Huberman (Sugiyono, 

2012) menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini 

dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi sehingga dapat 

merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

sebelumnya. 

 

c. Menarik Kesimpulan 

 

Berdasarkan  pola atau kegiatan  yang telah dilakukan melalui gambaran dalam 

penyajian data, gambaran utuh tentang fenomena yang telah diteliti, kemudian 
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langkah terakhir yang dilakukan ialah penarikan kesimpulan dari fenomena 

tersebut. 

 

 

3.7.  Teknik Keabsahan Data 

 

 

Teknik terakhir dalam  penelitian  ini adalah teknik keabsahan data dimana menurut 

Sugiyono (2018:267) Teknik keabsahan data merupakan standar validitas yang 

diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:  

 

1.  Uji Kredibilitas  

 

Triangulasi digunakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan kejadian 

sebenarnya saat melakukan observasi dan ditambah dokumentasi. Triangulasi disajikan 

dengan menampilkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti 

lakukan agar dapat mengetahui mengenai pengembangan dan pengelolaan pariwisata 

berkelanjutan yang berbasis SDGs tentang menjaga ekosistem laut dan ekosistem 

darat. 

 

2.  Uji Keteralihan 

 

Uji keteralihan merupakan membuat laporan, peneliti memberikan uraian yang rinci, 

jelas dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi 

jelas atas hasil penelitian. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang 

sedemikian jelasnya, semacam suatu hasil penelitian dapat diberlakukan, maka laporan 

tersebut memenuhi standar. 

 

3. Uji Kebergantungan  

 

Uji kebergantungan merupakan subsitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang 

nonkualitatif. Pada cara non-kualitatif, reliabilitas ditunjukan dengan jalan 

mengadakan replikasi studi. Penelitian ini perlu diuji kebergantungan dan untuk 

mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak maka peneliti mendiskusikannya 

dengan pembimbing. 
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4.  Uji Kepastian  

 

Dalam penelitian kualitaif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan sehingga 

pengujinya dapat dilakukan secara bersamaan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi 

dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

kepastian. Dalam penelitian ini jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. 

Pada penelitian ini uji kepastian dilakukan bersama dengan uji kebergantungan namun 

terdapat perbedaan, perbedaan terletak pada orientasi penilaiannya. Uji kepastian 

digunakan untuk menilai proses penelitian. 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5. 1.  Kesimpulan 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan diatas tentang 

Partisipasi Antar Aktor Dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Sustainable 

Development Goals (SDGs) Tentang Ekosistem Laut dan Ekosistem Darat Pada Pantai 

Duta Wisata, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Belum terdapat sepenuhnya kolaborasi yang mampu menghubungkan unsur-

unsur bussiness, government, community, Akademisi, Media agar terwujudnya 

Pariwisata Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Tentang Ekosistem 

Laut dan Ekosistem Darat Pada Pantai Duta Wisata. Yang mana seharusnya 

dalam suatu kegiatan kolaborasi memerlukan tata kelola yang tepat yang 

didasari oleh koordinasi dan komunikasi yang efisien dan kerjasama yang baik. 

Sebagaiman yang diungkapkan oleh Diaz dan Espino-Rodriguez (2016) 

menyatakan bahwa analisis yang cermat terhadap karakter pemangku 

kepentingan dalam kaitannya dengan keterhubungan antar aktor akan 

menentukan pola tata kelola yang tepat yang didasari oleh koordinasi yang 

efisien dan kerjasama yang erat. 

 

2. Pembangunan pariwisata yang berbasis sustainable development goals tentang 

menjaga ekosistem laut dan ekosistem darat memerlukan perhatian dan 

komitmen dari semua aktor terutama pemerintah daerah, yaitu kolaborasi antar 
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aktor, antar sektor dan antar lini secara berkelanjutan dan terintegrasi. Hal ini 

dapat terwujud jika pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 

(stakeholders) menjalankan kebijakan dan perannya secara konsisten dan 

tertuang pada program dan kegiatan daerah melalui strategi pariwisata 

berkelanjutan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh McComb et al (2017) 

menyatakan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi sangat 

penting untuk keberhasilan pariwisata yang berkelanjutan. 

 

 

5. 2.  Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti 

memiliki beberapa saran yang perlu disampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan 

untuk meningkatkan kesadaran dalam upaya menjaga ekosistem laut dan ekosistem 

darat dalam mewujudkan pariwisata yang berbasis sustainable development goals di 

pantai duta wisata kelurahan way tataan Kota Bandar lampung, Saran yang dapat 

diberikan pada penelitian ini adalah: 

 

1. Pemerintah khusus Pemerintah Daerah agar menciptakan kolaborasi yang baik 

dan kolaborasi yang mampu menghubungkan unsur-unsur bussiness, 

government, community, Akademisi, Media agar terwujudnya Pariwisata 

Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Tentang Ekosistem Laut dan 

Ekosistem Darat Pada Pantai Duta Wisata. Dalam hal ini pemerintah daerah 

seperti Dinas Pariwisata Kota Bandar lampung selaku pemerintahan yang 

bertanggung jawab tentang kepariwisataan yang ada dikota bandar lampung 

harus memiliki tata kelola yang baik yang didasarkan pada koordinasi yang 

efisien dan kerjasama yang erat yang pada nantinya dapat menciptakan 

kolaborasi yang efektif yang mana semua kalangan dapat ikut serta dalam 

upaya mewujudkan pariwisata yang berbasis sustainable development goals 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Hidayat et al (2019) menyatakan bahwa 



65 
 

65 
 

stakeholders yang dapat ikut andil dalam pengembangan pariwisata selain 

pemerintah adalah masyarakat, komunitas lokal serta pihak swasta yang ada di 

sekitar objek wisata. 

 

2. Pentingnya perhatian dan komitmen pemerintah agar pembangunan pariwisata 

yang berbasis sustainable development goals tentang menjaga ekosistem laut 

dan ekosistem darat agar menjalankan kebijakan dan perannya secara konsisten 

dan tertuang pada program dan kegiatan daerah melalui strategi pariwisata 

berkelanjuan. 
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